
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1546, 2016 KEMENDIKBUD. Dana bantuan Operasional. 

PAUD. Penggunaan. Juknis. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

 REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 60 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk mempermudah penggunaan dana bantuan 

operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, 

perlu mengubah ketentuan di dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;   

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak 

Usia Dini;  

 

Mengingat :    1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  48  Tahun  2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008  tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor  45  Tahun  2013  tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun  2013  Nomor  
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103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5423); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  

15); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 

Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

ANAK USIA DINI.   

 

Pasal I 

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini sehingga berbunyi tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Menteri ini. 
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Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

 Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 29 September 2016 

 

 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 REPUBLIK INDONESIA, 

  

ttd 

 

MUHADJIR EFFENDY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Oktober 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA
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                        LAMPIRAN I     

 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

 NOMOR 60 TAHUN 2016 

 TENTANG  

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  

 

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG 

Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan 

Nasional Pasal 28 menyatakan bahwa: (1) Pendidikan anak usia dini 

diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak 

usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, 

nonformal, dan/atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal 

(RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada 

jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman 

penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan Pasal 

46 ayat (1) berbunyi pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab 

bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan 

ayat (2) berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 

menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 

ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Berdasarkan RPJMN 2015 -2019 peningkatan akses dan kualitas PAUD 

secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya 

pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Kebijakan Direktorat 

Jenderal PAUD dan Dikmas adalah memperluas layanan pendidikan 

anak usia dini berkualitas melalui ketersediaan Satuan PAUD yang 

mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam 
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